SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 114 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan
efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah, perlu dilaksanakan
penyederhanaan struktur organisasi di lingkungan
pemerintah kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tanah Laut;

Mengingat : L. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Tanah Laut, Daerah
Tingkat I Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
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Sekretariat, terdiri atas:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Statistik dan Persandian, terdiri atas:

a. Seksi Pengelolaan Statistik; dan

b. Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu
Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Seksi pada masing — masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a dan huruf b adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

——y—————

Bagian Keempat belas
Dinas Pariwisata

Pasal 18

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kepariwisataan dan

tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pariwisata mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;

pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata;

pelaksanaan administrasi dinas:

pembinaan UPTD Dinas; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:

a. Dinas Pariwisata;

b. Sekretariat;

c. Bidang Destinasi Pariwisata;

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif
Pariwisata;
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e. Bidang Pemasaran Pariwisata;

f. UPTD Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 1

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur pembantu
Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
Bagan struktur organisasi- Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum

dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima belas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 19

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan

desa;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan
desa;

C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan  bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

d. pelaksanaan administrasi dinas;

pembinaan UPTD Dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri

atas:

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. Sekretariat;

Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat;

Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan;
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